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Pendahuluan
Kepala Biro KSAP dan Ol mempuka rapat lanjutan terkait
Interpares dengan unit-unit terkait, pertemuan berlangsung
(internal) dan berlangsung pada pukul 14.00 WIB.

Prioritas Kerja
secara tertutup

Kesimpulan / Keputusan

1. Kepala Biro KSAP dan Ol dengan penjelasan mengenai| Prioritas Kerja
Interpares. Secara internal, masing-masing| unit-unit kerja perlu mencermati
poin-poin prioritas yang telah disampaikan, sehingga nantinya dapat
ditentukan unit kerja yang menjadi leading role dalam prioritas tertentu untuk
memberikan paparan kepada pihak mitra-mitra Interpares. Rapat dilanjutkan
dengan masukan dan saran dari sejumlah peserta yang hadir.

2. Perwakilan PUSAKA yang hadir menyampaikan bahwa keterlibatan unit ini
dalam Prioritas Pertama Legislative Openness and Public |Outreach lebih
tepat difokuskan pada analisis hasil akhir kegiatan, bukan sebagai pelaksana
teknis kegiatan oufreach kepada masyaragkat. Apabila difugaskan untuk
terlibat langsung, terdapat keterbatasan dari sisi concern terhadap
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